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BUPATI MAROS

" PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 150 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 62 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

' DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAROS

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,

bahwa dalam rangka implementasi penyederhanaan
birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Maros, maka
perlu dilakukan penataan struktur organisasi berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang—undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maros
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 62
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Maros. '
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang—Undang' Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perunda.ng—undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan




-

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 197);



-

Menetapkan :

10.

11.

12.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 62 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MAROS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 62 Tahun 2019
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Maros, (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 62)
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 21 dihapus, dan ditambahkan 6
(enam) angka, yakni angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31,
dan angka 32, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Maros.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Maros.



o

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
Perangkat Daerah Kabupaten Maros adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Maros.
Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Maros dengan Tipe A.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan
rancangan APbd, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD
bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD,
perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah,
akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian
daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan Kkerja pengelola keuangan daerah yang
selanjutnya disebut dengan, kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Maros.

Asset Daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu
dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan
diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya.

Dihapus.

Bendahara Umum Daerahyang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum
daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang fungsi
dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan yang fungsi dan
tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai
dengan tugas dan fungsi.



18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan
lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana
kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi
bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Dihapus.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
yang digunakan untukkeperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau
badan.

Dana perimbangan adalah yang bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada daerah (Otonom) untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah
pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan
yang secara nyata mempunyai hak dan atau memperoleh manfaat atas
bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat
atas bangunan.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya
disingkat BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat Pyb adalah pejabat
yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Tugas Sub Substansi adalah kelompok tugas yang
merupakan penjabaran tugas jabatan administrator.

Tugas Adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.

Fungsi Adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
Uraian Tugas Adalah paparan atau bentangan atas semua tugas
jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang
jabatan.




2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

=00 N0 AW

(1)

(2)

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:

a.
b.

h.

Kepala Badan;

Sekretariat Badan, terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Program.

Bidang Anggaran terdiri atas:

1. Subbidang Penyusunan Anggaran,;

2. Subbidang Teknologi Informasi dan Pelaporan; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Penatausahaan Keuangan terdiri atas:

1. Subbidang Verifikasi;

2. Subbidang Pengeluaran Kas; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Asset terdiri atas:

1. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Asset;

2. Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Asset; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terdiri

atas:

1. Subbidang Pengelolaan Pajak, Retribusi Daerah dan Dana
Perimbangan;

2. Subbidang Pengawasan dan Evaluasi Pajak, Retribusi Daerah;
dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan terdiri atas:

1. Subbidang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

2. Subbidang Pengawasan dan Evaluasi Pajak Bumi dan
Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4 Bagian Ketiga BAB IV dihapus.
Pasal 12 Dihapus.

Paragraf 3 Bagian Keempat BAB IV dihapus.
Pasal 15 Dihapus.

Paragraf 2 Bagian Kelima BAB IV dihapus.
Pasal 18 Dihapus.

Paragraf 2 Bagian Keenam BAB IV dihapus.

0. Pasal 22 Dihapus.



11. Paragraf 2 Bagian Ketujuh BAB IV dihapus.
12. Pasal 26 Dihapus.

13. Bagian Kedelapan BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

14. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

)

(10)

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf ¢ angka 3, huruf d angka 3, huruf e angka 3, huruf {
angka 3, huruf g angka 3, dan huruf h terdiri atas sejumlah tenaga
fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai
dengan bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional
sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan
administrator masing-masing.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan
tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan pada satu kelompok tugas sub substansi.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
pelaksanaan tugas tambahan selain melaksanakan tugas sesuai
bidang jabatan fungsional atau jabatan pelaksana masing-masing
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari
Pejabat Adminsitrasi yang mengalami penyetaraan jabatan
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional hasil penyetaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5}, dapat ditunjuk sub koordinator
dari pejabat fungsional yang bersesuaian paling rendah jenjang ahli
pertama atau pelaksana senior dilingkup unit kerja jabatan pengawas
yang disetarakan.

Dalam keadaan tertentu atau tidak terdapat pejabat fungsional atau
pelaksana senior sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sub
Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat merangkap
tugas sebagai Sub Koordinator pada kelompok tugas sub substansi
lain sesuai ruang lingkup unit kerja jabatan administrator.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin
sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan
tugas.

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), ayat
(6), dan ayat (7) ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB.

Ketentuan mengenai kelompok tugas sub substansi dan nomenklatur
sub koordinator untuk pelaksanaan tugas sub koordinator




15

16.

17.

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33

Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan
Kepala Subbidang, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Tim
Penilai Kinerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIA,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
KETENTUAN PERALIHAN

Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 33A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional tetap menjalankan tugas dan
fungsi sampai dengan pelantikan Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati

ma.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 22 Desember 2021
BUPATI MAROS,

A}

A. S. 2NAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
Pada tanggal 22 Desember 2021
SEKRETARIS DAE

. DAVIED SYAMSUDD

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 NOMOR 150



BAGAN/STRUKTUR, SUSUNAN ORGANISASI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS
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